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 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
NOMOR  :   24 TAHUN  2008 

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI 

JAWA BARAT  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT,  
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

1 

http://www.bphn.go.id/



NO.  5                                     2008                                    SERI. E      
  

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah serta 
untuk memenuhi aspek kebutuhan Provinsi Jawa 
Barat, antara lain dalam upaya pencapaian visi 
dan misi, penyelesaian persoalan aktual dan 
penyelesaian atau penanganan program 
strategis Jawa Barat, perlu dibentuk Lembaga 
Lain;   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain 
Provinsi Jawa Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 
Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 
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tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3671); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

tentang Narkotika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 368);  

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002   
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tentang Penyiaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4252); 

  
 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 
tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 
Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika 
Kabupaten/Kota; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis 
Pelayanan Perijinan Terpadu; 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 15); 
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